
WALI KOTA BEI(ASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR .7o0l4l2ltTlKo

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAFORAN KEUANGAN PEMERINTAII DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka menindakianjuti
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2O2l
Nomor O9BlLHPIXVIJI.BDGl04 12022 Tanggal
26 April 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi segera
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 20OO
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasl
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);



Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 94 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2l (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor
15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kota Bekasi.

Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar Rp474.O79.213,84.

Memerintahkan PPK dan PPTK agar lebih cermat
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1) Lebih cermat dalam mengendalikan, mengawasi
dan melaksanakan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

2) Memerintahkan Kepala Bidang Pertanahan DPKPP
selaku PPK, dan Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengadaan Lahan DPKPP selaku PPTK lebih cermat
dalam mengendalikan, mengawasi, dan
melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar Rp292.52O.276,15.

Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar Rp769.321.926,27.

Melakukan pemeliharaan atas jalan dan parkiran
yang rusak dengan melibatkan PPK dan Inspektorat
dalam masa pemeliharaan.

Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan
ke Kas Daerah sebesar Rp344.892.501,39, terdiri
dari:
1) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kelurahan

Cimuning (Proker) sebesar Rp 133.503.988,40 yang
dilaksanakan oleh PT BJM;

2) Pekerjaan Pembangunan SD Negeri Bantargebang
III sebesar Rp42.97a.871,33 yang dilaksanakan
oleh PT DCC;

3) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan SDN
Jakasampurna II dan XI sebesar RpS1.745.855,20

KEDELAPAN



KESEMBILAN

KESEPULUH

Tembusan:
Yth. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

yang dilaksanakan oleh CV MG;
4) Pekerjaan Pembangunan Sekolah Terpadu (SMPN

49, SMAN 22, SD Negeri) sebesar
Rpl16.663.786,46 yang dilaksanakan oleh Pl
HPC.

Agar melaporkan progres pelaksanaan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan
tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota
Bekasi.

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Plt.

Dr. TRI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal '.O9 !4ei 2022

oNo

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


